
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian-bagian sebelumnya, penulis telah menguraikan berbagai hal yang dapat 

menjawab permasalahan pada bagian identifikasi masalah yang diangkat pada 

penulisan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis menarik kesimpulan dan 

memberi saran sebagai berikut 

1. Kesimpulan 

 PT GO-PAY menggunakan klausula baku, yang dilakukan secara sepihak dan 

dituangkan dalam perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.  

Klausula baku yang diberlakukan terdapat klausula ekonerasi. Sesusai Pasal 18 

UUPK, klausula ekonerasi  memuat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha 

terhadap konsumen. Dalam hal ini  mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UUPK, isi 

yang terdapat pada klausula eksonerasi juga dapat berupa pengurangan, 

pembatasan atau penghapusan kewajiban dan tanggung jawab terhadap akibat-

akibat hukum sehingga membuat tidak seimbangnya kedudukan antara Konsumen 

dengan Pelaku Usaha.  

Bagian 25 mengenai Perubahan dalam perjanjian PT GO-PAY merupakan 

klausula eksonerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK karena 

adanya penghapusan kewajiban atau tanggung jawab PT GO-PAY terkait dengan 

perubahan yang cenderung merugikan Konsumen. Konsumen dalam hal ini juga 

seakan dalam keadaan caveat emptor (berhati-hatilah konsumen) karena 

Konsumen harus berusaha mengetahui sendiri perubahan tersebut dan sangat sulit 

diterima itikad baik oleh GO-PAY, apabila perubahan dimaksudkan untuk 

membebani konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf g juga sebagai upaya yang 

bertujuan untuk mengarahkan kegiatan usaha secara lebih profesional dalam 

manajemen usaha, sehingga lebih mampu bersaing terutama menghadapi jasa 

transaksi era globalisasi (pasar bebas). 
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Selanjutnya, mengenai Kebijakan Privasi. Penulis meyimpulkan bahwa klausul ini 

merupakan klausula eksonerasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (1) UUPK, dikarenakan dengan adanya pembatasan tanggungjawab PT 

GO-PAY mengenai kebijakan privasi konsumen. Pengaturan mengenai data 

pribadi mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. PT GO-

PAY,  secara tidak langsung menghilangkan kewajibannya yang diatur dalam 

Pasal 28 huruf c Permenkominfo untuk melakukan pengawasan dan bertanggung 

jawab memberitahukan Konsumen. Pembatasan tanggung jawab ini juga seakan 

mengalihkan beban pengawasan kepada Konsumen sendiri yang terancam 

privasinya. Hal ini jelas rugikan Konsumen yang tidak memiliki posisi kuat untuk 

mengetahui apakah dan kapan data pribadinya mulai bocor atau kehilangan 

perlindungan data pribadi. Oleh karenanya pembatasan tanggung jawab oleh PT 

GO-PAY sebagaimana disebutkan dalam bagian 26 mengenai Kebijakan Privasi 

ada pada bagian PT GO-JEK,  yaitu  mengenai Kebijakan Privasi PT GO-JEK 

harus diikut sertakan ( konsumen GO-PAY tunduk pada bagian Kebijakan Privasi 

PT GO-JEK sesuai dengan pasal klausul tersebut) sebagai bentuk pengalihan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Pengawasan 

sepatutnya dilakukan oleh PT  GO-PAY yang bergerak di bidang pengelolaan data 

pribadi serta selaku mitra Penyedia Layanan yang berpotensi membocorkan data 

pribadi konsumen.  

Sehingga Perubahan dan Kebijakan Privasi  termasuk sebagai klausula eksonerasi, 

bahwa pelaku usaha yang mencantumkan klausula yang pencantumannya dilarang 

di dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) atau dikenal sebagai klausula eksonerasi, 

menyebabkan klausula batal demi hukum. Walaupun di dalam rumusan Pasal 18 

ayat (3) dinyatakan hanya klausulanya yang batal demi hukum, perlu diperhatikan 

bahwa akibat dari batal demi hukum pelanggaran terhadap syarat objektif 

perjanjian. Hal tersebut mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada dan 

putusan hakim yang bersifat deklaratif. Jadi tidak hanya klausula baku yang 
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batal demi hukum, tetapi perjanjian secara keseluruhan. ( cetak tebal; 

Penulis) 

2. Saran 

Berdasarkan analisis Penulis yang telah dilakukan, bahwa perumusan suatu 

klausul terutama klausula baku PT GO-PAY yang berpotensi sebagai klausula 

eksonerasi yang perumusannya kurang cermat dan berujung pada pengalihan 

tanggung jawab yang akhirnya memberatkan konsumen.. Hal ini terlihat pada  

Perubahan seharusnya pelaku usaha sebelum mencantumkan isi perjanjian melihat 

terlebih dahulu dan mencari tahu apakah isi perjanjian tersebut relavan dan tidak 

bertentangkan. Karena dalam hal ini konsumenlah yang sangat dirugikan. Pelaku 

usaha seharusnya menghapus klausula yang merupakan klausula ekonereasi, 

secara spesifik klausula pengalihan tanggung jawab agar sesusai dengan 

pengaturan UUPK Pasal 18. Dan mengenai Kebijakan Privasi yaitu dengan 

pembatasan kewajiban tanggung jawab yang timbul dari terungkapnya data 

pribadi diluar dari upaya yang dilakukan PT GO-PAY. Sehingga, PT GO-PAY 

sepatutnya memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan 

Konsumennya terutama dalam hal kewajiban pengawasan dan pemberitahuan 

mengenai adanya kebocoran data pribadi konsumen. Pembatasan kewajiban 

dengan hanya menghapus secara otomatis dari perangkat lunak tanpa upaya 

pengawasan terhadap Penyedia Layanan. Pemerintah seharusnya mengkaji lebih 

dalam lagi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap 

perkembangan tersebut terutama di bidang perlindungan konsumen. Sehingga 

masyarakat tidak mudah diperdaya oleh pelaku usaha dan pemerintah dapat 

meningkatkan pengawasannya terhadap pelaku usaha yang menggunakan 

teknologi aplikasi tersebut. 
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